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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b> Penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum dilakukan oleh Badan

Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama. Artinya adalah

perusahaan swasta juga memiliki kesempatan yang sama seperti PT KAI dalam penyelenggaraan sarana dan

prasarana kereta api. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan prasarana dan

sarana perkeretaapian di Indonesia? Bagaimana penyelenggaraan perkeretaapian umum di Negara Amerika

Serikat dan Negara Inggris serta perbandingannya dengan Negara Indonesia? Bagaimana upaya

mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian

umum oleh pihak swasta di Indonesia?</p><p>Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan

menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh

bersifat kualitas.</p><p>Hasil penelitian menyatakan pemerintah menugaskan pihak swasta hanya untuk

membangun prasarana perkeretaapian saja, sedangkan untuk penyelenggaraan sarana dan prasarana telah

ditunjuk PT. Kereta Api Indonesia sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 dan

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan ketidakadilan bagi badan hukum

seperti Perseroan Terbatas yang dikelola swasta untuk dapat pula melakukan penyelenggaraan sarana dan

prasarana perkeretaapian umum. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan keadilan dalam

penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum oleh pihak swasta di Indonesia adalah dalam setiap

pengadaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum, maka penunjukan harus

melalui prosedur lelang.<hr><i><b>ABSTRACT</b> The operation of public railway facilities and

infrastructure is carried out by the Business Entity as an organizer, both individually and through

cooperation. This means that private companies also have the same opportunities as PT KAI in the operation

of railroad facilities and infrastructure. The problem in this study is how to implement railroad infrastructure

and facilities in Indonesia? How is the implementation of public railways in the United States and the United

Kingdom</em><em> and its comparison with Indonesia</em><em>? What are the efforts to realize healthy

business competition in the implementation of public railway infrastructure and facilities by the private

sector in Indonesia?</em></p><p><em>This study uses a normative juridical method, using secondary data

and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality

nature.</em></p><p><em>The results of the study stated that the government assigned the private sector

only to build railway infrastructure only, while for the implementation of facilities and infrastructure PT.

Indonesian Railways as in Presidential Regulation Number 83 of 2011 and Presidential Regulation Number
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55 of 2016. This shows injustice for legal entities such as limited liability companies managed by the private

sector to also be able to carry out public rail infrastructure and facilities. Therefore, in the effort to realize

justice in the implementation of public railway infrastructure by the private sector in Indonesia, in every

procurement and operation of public railroad facilities and infrastructure, the appointment must be through

an auction procedure.</em></p><p> </p>


